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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala
rahmat dan hidayah yang telah diberikan kepada kita semua sehingga buku
prosiding Konferensi Nasional Ilmu Sosial dan 1lmu Politik dalam rangka Milad
ke-44 FISIP UMSU ini dapat terselesaikan .

Agenda tujuan pembangunan milenium yang terangkum dalam Millenium
Development Goals (MDGs) sudah berakhir. Selama lima belas tahun —scjak
September tahun 2000 sampai 2015 —sebanyak 189 negara anggota Perserikatan
Bangsa-Bangsa menjalankan program tersebut dengan target utamanya adalah
tercapainya kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada tahun 2015,

Tapi, masih banyak target yang belum tercapai dalam MDGs tersebut. Untuk
keberlanjutan program tersebut, kini MDGs sudah digantikan denga model
pembangunan global berbasiskan Sustainable Development Goals (SDGs).

Model pembangunan global sudah dibahas sejak tahun 2012 lalu pada KTT
Rio+20 yang menghasilkan dokumen “The Future We Want”. Pada dokumen
inilah SDGs dicantumkan beserta arahan tentang pentingnya tiga dimensi
pembangunan berkelanjutan yaitu; Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Hidup yang
harus bersinergi dalam pembangunan global ke depan.

Berdasarkan dokumen tersebut, SDGs harus memenuhi empat prinsip yaitu;
Pertama; tidak melemahkan komitmen internasional terhadap pencapaian MDGs.
Kedua; mempertimbangkan kondisi, kapasitas dan prioritas masing-masing
negara. Ketiga; Fokus pada pencapaian ketiga dimensi pembangunan
berkelanjutan (pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan
lingkungan). Terakhir koheren dan terintegritas dengan pembangunan pasca 2015.

Indonesia sebagai negara besar yang terus berpacu dalam melaksanakan
pembangunan di berbagai bidang berkepentingan dan berkewajiban dalam
menyukseskan SDGs ini. Untuk menyongsong dan menghadapi SDGs ini tentu
dibutuhkan persiapan yang melibatkan banyak pihak, termasuk salah satunya
lembaga perguruan tinggi.

Dalam rangka itu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara (FISIP UMSU) menggagas dan melaksanakan
Konferensi Nasional dengan thema “Indonesia Menuju SDGs”. Kegiatan yang




menjadi rangkaian perayaan Milad FISIP UMSU ke-44 ini dimaksudkan untuk
mendapatkan beragam pemikiran terkait pembangunan di bidang ilmu sosial dan
ilmu politik yang kaitannya untuk menyongsong dan menghadapi SDGs.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankan kami mengucapkan terima

kasih kepada:

1. Ketua Komisi VIII DPR-RI, selaku keynote speaker kegiatan Konferensi
Nasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2016.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,

3. Dekan Fakultas llmu Sosial dan [lmu Politik Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara selaku penanggungjawab kegiatan Konferensi Nasional
llmu Sosial dan llmu Politik tahun 2016.

4. Pengurus IAPA, IPPSI, ASPIKOM dan APIK PTM atas sumbangsih saran
dan pemikirannya.

5. Bapak/Ibu pembicara pada kegiatan Konferensi Nasional Himu Sosial dan
llmu Politik tahun 2016.

6. Bapak/Ibu peserta pemaparan hasil penelitian pada Konferensi Nasional
llmu Sosial dan [Imu Politik tahun 2016.

7. Bapak/lbu panitia Konferensi Nasional yang telah meluangkan wakuu,

tenaga dan pemikirannya demi suksesnya kegiatan ini,

Semoga buku prosiding ini dapat memberi kemanfaatan bagi kita semua. untuk
kepeniingan pengembangan ilmu pengetahuan. Di samping itu. diharapkan Juga
dapat menjadi referensi bagi upaya membangun bangsa dan negara Indonesia
menuju SDGs. Mohon maaf jika ada hal-hal vang kurang berkenan. Saran dan
kritik yang membangun tetap kami tunggu demi kesempurnaan buku prosiding

mi.

Billahii Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat
Wassalammu alaikum Warohmearullahi Wabarokatih

Tim Editor
Ketua,

Dr. Agussani, M.AP
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KATA SAMBUTAN

DEKAN FISIP UMSU

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Menyambut Milad Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara yang ke 44, sengaja kita mengadakan Konferensi
Nasional ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan mengundang seluas-luasnya
ilmuwan, pengamat, praktisi, dosen dan peminat dalam ruang lingkup Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik. Melalui forum konferensi ini diharapkan muncul berbagai
pemikiran, ide, gagasan dan wacana terkait peran dan tanggungjawab disiplin
ilmu sosial dan ilmu politik atas perjalanan kehidupan bangsa dan negara tercinta.

Sengaja konferensi ini mengambil topik “Indonesia Menuju SDGs™ dalam rangka
membawa gerbong ilmuan ilmu sosial dan ilmu politik untuk bersama-sama
mengambil peran penting atas ketercapaian tujuan-tujuan dari “Sustainable
Development Goals™ yang saat ini menjadi kerangka pembangunan negara-
negara di dunia menggantikan Millenium Develpoment Goals atau MDGs.
Khususnya di Indonesia.

Bentuk fisik dari hasil konferensi nasional ini ialah catatan-catatan ilmiah yang
aktual dan menarik yang dituangkan dalam bentuk Prosiding atau kumpulam
makalah yang diharapkan memberikan manfaat scluas-luasnya bagi berbagai
kalangan sebagai kontribusi positif para pemakalah/penyaji dalam kegiatan ini.

Atas keberhasilan terlaksananya Konferensi nasional serta tersusunnya kumpulan
makalah ini, kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh  Narasumber
Utama, pemakalah/ penyaji yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Ucapan terimakasih juga kami sampaikan setinggi-tingginya kepada Rektor
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agussani.M.AP serta Wakil
Rektor I Dr. H. Muhammad Arifin.SH.M.Hum dan Wakil Rektor II Akrim.M.Pd
yang telah memberikan dukungan penuh atas terselenggaranya kegiatan ini.

Medan, 17 Februari 2016
Dekan

Rudianto. S.Sos. M.Si
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PILKADA LANGSUNG PENGGERAK PARTISIPASI POLITIK
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email : syathendry.ipa soc.uir.ac.id

ABSTRAK

Sebagai proses dari transformasi politik. makna Pilkada selain merupakan
penataan struktur kekuasaan agar lebih menjamin berfungsinya checks and
balances di antara lembaga-lembaga politik dari tingkat pusat sampai daerah.
Disain semacam ini belumlah cukup kuat menumbuhkan kehidupan demokrasi
yang lebih substansial. khususnya berkaitan dengan adanya responsibilitas,
akuntabilitas dan transparansi para pejabat politik (efected officers), baik yang
duduk di legislatif maupun eksekutif. Dalam berbagai kesempatan kita
mendengar. kekuasaan yang besar kepada lembaga perwakilan, misalnya, juga
kerap disalahgunakan olch para wakil rakyat (abuse of power). Untuk menutupi
kekurangan semacam iw. telah terjadi perubahan paradigama [disain politik]
dalam sistem pemilihan kepala daerah. Salah satu nilai perubahan tersebut dalam
dibidang politik adalah masalah sistem pemilihan langsung. Jika pada masa
pemerintahan orde baru dikenal dengan sistem pemilihan perwakilan, maka pada
masa pemerintahan reformasi dikenal dengan sistem pemilihan langsung.
Pelaksanaan pemilihan kepala dacrah langsung membawa proses keterlibatan
masyarakat sccara langsung dalam proses seleksi jabatan politik (political
recruinment). Salah satu premis metode desentralisasi yang sangat popular adalah
mendorong tumbuhnya praktek-pratck  demokrasi di tingkat lokal. Karena
pendekatan ini memberi peluang bagi partisipasi masyarakat. Seleksi politik ini
secara lidak langsung dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam
proses pengambilan keputusan politik (perumusan kebijakan). Mengapa demikian,
karena pada dasarnya kandidat yang berkompetisi ialah orang-orang yang akan
bekerja membuat kebijakan bagi masyarakat.

Kata kunci : desentralisasi kekuasaan, pilkada, dan partisipasi politik




Konferensi Nasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP UMSU 2016

semangat demokrasi yang meletak asas kedauiatan di tangan rakyat. Melaiui
kedaulatan rakyat Inilah yang akan menentukan masa depan mereka untuk masa
periodensasi kepemmpman kepala daerah. Keadaan im menggambarkan bahwa
pemilihan kepala daerah merupakan satu proses yang demokratis karena melibatkan
Individu sebagai orang yang turut menentukan pengambilan keputusan di dalam sistem
politik.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhlr, daerah-daerah telah mengklam
kewenangan untuk mengatur siklus pergantian kepemimpinan dan pelibatan
masyarakat daiam proses suksesi kursi kepala eksekutif pemenntahan di daerah.

Dalam durasi i1 pula, kita menvaksikan nuansa suksesi vang berbeda antara sat

daerah dengan daerah lalnnya. mulal dari pendaftaran, penentuan keiulusan berkas,
kampanye, pencapalan visl dan mrsl- metode rekrultmen, syarat-syarat pencalonan
hmgga pola pemilihan di tempat pemungutan suara.

Peranan rakyat sebagai pemben suara pada akhirnya mengadi alat iegltlmasi
bagi pemerintah daerah untuk menjaiankan kekuasaannya di daerall. Secara kausal,
pemenntah daerah mu)ai mendapat dan memperkuat basis dukungan di lapisan
masyarakat. Meskipun persentase dukungan riii yang diperoleh seorang kepaia daerah
tidak selaiu memenuhi mayontas suara. Persentase dukungan im mengindikasikan
bahwa rakyat memiliki keieluasaan untuk memberikan suaranya kepada calon-caion
yang disukmnya. Dengan demikian pettisipasi politik rakyat di daerah berada dalam
konteks kebebasan yang legal. Keadaan im menggambarkan kepada klta bahwa
desentralisasi kekuasaan teiah mendorong tumbuhnya partislpasi poiitik, perbaikan
mekamsme dan penerapan masih harus ditlngkatkan. Hal Ini periu dilakukan agar
daerah tidak terjebak dalam praktek demokrasi sesat seperti tindakan anarkis, brutal,
yang kemudian dapat menghambat proses kemajuan demokrasi.

Tulisan mi mencoba memben gambaran bagaimana kedudukan rakyat daiam
proses demokrasi pemiiihan kepaia daerah dari beberapa kebijakan regulasi pemenntah
berkmtan dengan Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah di

Indonesia Pertanyaan dasarnya adalah Sejauhmana
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parasipasi rakyat dapat bergerak dalam proses pemilihan kepala daerah tersebut?

Apakah dapat menghasil desentralisasi kekuasaan memilih?

HASIL TEMVAN DAN PEMBAHASAN
A. Desentralisasi Kekuasaan Pemilihan Kepala Dearah di Indonesia

Perubahan sistem pilkada dan sistem perwakllan melalui DPRD ke slstem
langsung oleh rakyat mengandung di dalamnya suatu pengertian akan keterbatasan-
keterbatasan srstem terdahulu atau adanya persoalan serilﬁjada wakil-wakil rakyat di
DPRD selama im. Untuk jelasnya sejarah parameter pemilihan kepala daerah di
Indonesia dapat kita lihat dan perkembangan perundang-undangan yang mengatur
tentang pemerlntahan daerah.
1. Masa Kolonial Hindia Belanda

Desentralisasi %menntahan semasa penyajahan Hindia Belanda bermuia
dengan undang-undang De Wet Houndende Decentralisatie van Bestuur in Nederlands-
Indie pada 23 Julal 1903 atau lebih dikenaii sebagai Decentralisatie Wet 1903
(Prihatmok(E 2005) Decentralisatie Wet 1903 menyerahkan sepenuhnya kepada
pejabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan Raad van Indie-nya kuasa membuat
keputusan. Dan segl retorik, desentraiisasi pada waktu itu iaiah kehendak untuk
mengalihkan setldak-tidaknya sebahagian darlpada kekuasaan dan kemudahan
[authonty of devolutionl pemerlntahan kepada daerahdses:ih Namun secara realitanya
ia merupakan peralihan danpada perubahan wet {undang-undang) dan komnkljk besluit
di s' Gravenhage kepada pembuat ordinan di Batavia. Untuk ke gewesten masih perlu
menunggu pertlmbangan Plhak yang berkuasa De Hogere Regenng te Bataua dan para
bestuurmannennya yang bertempat di Bogor [waktu itu disebut Buitenzorg].

Berdasarkan kuasa kehakiman Decentralisatie Wet 1903, lahlrlah Koninklijk
Besluit pada 20 Disember 1904 [dikenali dengan Decentralisatic Besluit 1904).
Decentralisatie Besluit 1904 mengupayakan pembentukan raden; pemilih anggota
raad [dewan rakyat] setempat, hak dan kewajipan anggota dan kepala serta sekretans,
serta memudahkan cara kerja badan tersebut. SelanJutnya, dalam tahun 19035,

disahkan pula lokal Raden Ordonantle yang dikenaii sebagai
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Besluit 1905 yang bertanggungawab mengatur lebih lanjut dasar-dasar yang
sebelumnya telah diatur dalam Besiuit 1904. Dalam Besluit 1905 dibezakan de local
raden dalam dua ragam, yakm de Plaatselijke Raad yang dibentuk untuk suatu gewest,

dan De Plaatselijke Raad yang dibentuk untuk suatu gedeelte van gewesten.
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Pada tahun 1908, dikeiuarkan Koninklijk Beshut baru yang memungkmkan
pembentukan satu jenis plaatseiijke raad yang dibentuk khusus untuk penyatuan daerah
yang berstatus kota. Semasa Kiesordinantie 1908 dimaklumkan, telah terbentuk tidak
kurang daripada 15 gemeenten dan enam gewesten ordinan, Secara sederhana, pada
zaman Hindia Belanda atixran pemenntahan di daerah dibezakan antara daerah jawa dan
Madura dengan daerah luar Jawa dan Madura sesuai dengan politik penjajahan.
Pemerintah pangrehpraaya pada waktu itii bersifat hierarki dan berpusat, mulai dar
Gewest ' provinsi) yang dipimpin gubemur; karesidenan yang dipimpin residen:
Afdeling (penolong residenj. Pada tingkat pamong praja terdapat kabupaten (bupati),
daerah atau kawedanan (wedana), dan Onder Dismct atau Kecamatan.
(Prihatmoko:2005

Pada waijan itil, pemilih kepala daerah sudah djjaiankan. Politik kolonia!
Belanda daiam menguasai daerah jayahan menerapkan sistem pemerintahan daerah
yang bertquan untuk kepentingan mereka. Oleh karena itii untuk daerah Jawa dan
Madura atau daerah luar Jawa dan Madura, jabatan gubemur, Esiden, penolong residen
dan kontroiir dijawat oleh orang-orang Belanda, sedangkan untuk jabatan-jabatan
lainnya dipegang oleh pribumi bangsa Indonesia (Kaloh :2003). Untuk semua jabatan

. tersebut, pemiiih kepala daerah dilakukan dengan sistem pelantikan oleh penguasa
kolomal atau lebih tepat oleh Gubemur Jenderal, dengan kewayipan pribumi yang
mengepalai jabatan membayar ganti rug ekonomi [upeti] dan politik. Implikasi sistem
pelantikan tersebut sangat besar, mular daripada perletakan syarat kelayakan hingga

kepada pemberhentian kepala daerah.
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2. Masa Kolonial Jepang

Undang-Undang No. 27 memben nama baru pada de regentschappen dan de
stadsgemeenten, masing-masmg dalam versi baru, yaitu ken dan Si. Kedua daerah
tersebut di kepalai oleh pembesar Negara yang masmg-masmg disebut Kentyoo dan
Sityoo. Sementara kewujudan kawedanan, keasistenan, dan desa diganti dengan nama-
nama baru iatu Gun, Son, dan Ku. Kepala daerah disebut
Guntyoo, Sontyoo, dan Kutyoo. Jabatan ini selalu dipegang oleh orang pribumi
Indonesia, sementara jabatan Sityoo dan Svuutyoo lebih dipertanggungawabkan

kepada para pegawal tentera berbangsa Jepang Paramita: 1982)

J. Kaloh berbeza pandangan dengan menyatakan bahwa pemerintah kolomal

Jepang masih mempertahankan asas dekonsentraiisasi dengan memperkenalkan sediklt
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vanasr, nama-nama daerah beserta jabatannya digantl dengan bahasa Jepang, jabatan-
jabatan yang mulanya didudukl orang Belanda digantl dengan pegawai-pegawal Jepang,
dengan bangsa Indonesia hanya diberl . sedikit kesempatan. wilayah provinsi beserta
Gubernurnya dihapuskane di daerah - Jawa maupun daerah luar Jawa; Afdellng beserta

nolong residen dihapuskan di daerah Jawa. Kota Praja dilepaskan danpada pemerlntahan
para bupati, sedangkan para waiikota menjadi petugas pangrehpraya yang tunduk pada
reslden (Kaloh 2003). Seperti pemenntah kolonial larnnya, slstem perjawatan kepala
daerah pada waktu itu mengabaikan nilai-nilal demokrasi, ketelusan dan akuntabiiitas
karena berlaku peiantikan oieh penguasa Jepang. Sistem pelantlkan itu boleh bersifat
hierarid, dan boleh juga memotong struktur hierarki. Sampai akhlr kekuasaan tentera
Jepang di Indonesia, sistem pemilih Epala daerah dan susunan daerah tidak diubah. Hanya
berlaku sedikit perubahan dan seg pembentukan dewan-dewan perwakilan rakyat, yaitu
Tyoo Sangiin di Jakarta, Syuu Sangikai di residensi dan Tokubetsu si-Sangkikai di Kota
Jakarta.

16
3. Masa Orde Lama
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1&15

Hasil perundangan pertama yang menyinggung kedudukan kepala daerah

adalah Undang-Undang No. | Tahun 1945, yaitu peraturan mengenar Kedudukan
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komite Nasional Daerah. Lindang-Undang tersebut diluiuskan pada 23 November 1945
sesual dengan penjelasan pemenntah bahwa Undang-Undang im bersifat sementara
sambil menunggu diselenggarakan pemilu (Prihatmoko ¢ 2005). Istilah kepala daerah
hanya disebut sekali danpada 6 [enam] pasal yang teaandung dalam Undang-Undang
No. 1 Tahun 1945, yaitu pasal 2 yang berbunyi : "Komite Nasional Daerah
menjadi badan Perwakllan Rakyat Daerah, yang bersama-sama dan diplmpm Oich
Kepala Daerah menyaiankan peketjaan dan mengatur rumah tangga daerahnya, asal
tidak bertentangan dengan Peraturan Pemenntah Pusat dan Pemerintah Daerah yang
Iebih luas danpadanya...

Pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa kepaia daerah memiliki kekuatan di
lembaga eksekutif dan legislatlf. Seialn menyaiankan fungsi eksekutif sebagm
penumptn Komite Nasional Daerah, kepala daerah juga men)adi anggota dan
ditetapkan sebagal kepala legislatif daiam Badan Perwakilan Rakvat Daerah. Namun
mengenai mekanisme dan prosedur pelantikan dan pemberhentian, tanggungjawab

kepaia daerah tidak diterangkan dengan jelas, termasuk daiam penjeiasan 1JLJ No. I
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Tahun 1945 yang dibuat oieh Kementenan Daiam Negeri (Adisubraa 2003). Berkaltan
dengan hai tersebut, kepaia daerah sewaktu pengenalan UT! No. I Tahun 1945 adalah
ala-kepaia daerah yang diangkat pada masa sebeiumnya. Karena sltuasi poiitik,
keamanan dan hukum ketatanegaraan pada saat itu, mereka dilantik begltu saya untuk
ﬁn.lanun kebé?angsungan pemenntahan daerah sebagai sébahaglan pemermtahan
pusat yang tergabung dalam Negara kesatuan Republik Indonesia.
b. Undang-iindang Nomor 22 Tahun 1948
Undang-Undang No.ZHahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pernermtahan di
Daerah yaug meruyuk kepada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. UndangUndang
ini lebih lengkap dan terpennci, termasuk mencantumkan ketentuan mengenal kepaia
daerah yang mencangkup sistem penglslan, tugas, dan tanggunglawab. Sesual dengan
susunan pemenntahan daerah, yang dimaksudkan dengan kepala daerah dalam
ketentuan UU NO.22 Tahun 1948 adalah kepala daerah Provtnsi; Kabupaten [kota
besarfr, dan desa [kota kecil], Nagarl atau Marga kepala daerah diangkat oleh presiden,

Menten Dalam Negeri atau
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ubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD]. Sebagalmanaasal 18
ayat I yang berbunyi "Kepala daerah Provinsi diangkat oleh Presiden darl sedikit-
dikitnya dua atau sebanyak-banyaknya empat calon yang diajukan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi"

Presiden juga berkuasa untuk mengangkat Kepala Daerah Istimewa,
sebagaimana tercantum dalam pasal 18 ayat 4 yang berbunyi : "Kepala daerah Istlmewa
diangkat oleh Presiden dan keturunan yang berkuasa di jaman sebelum Republik
Indonesia dan yang masih menguasal daerahnya, dengan syarat-syarat kecakapan,
kejuJuran dan kesetiaan dan dengan meningat adapt-istiadat di daerah itu." Sementara
Menteri Dal Negeri berkuasa untuk mengangat kepala daerah Kabupaten,
sebagaimana pasal 18 ayat 2 disebutkan: "Kepala daerah Kabupaten [kota besar)
diangkat oleh Menterl Dalam Negen dart sedikit-dikitnya dua dan sebanyak-banyaknya
empat calon orang yang diajukan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten [Kota besarj."

Dalam pasal 18 ayat 3 disebutkan. «'Kepala daerah Desa [kota kecil] diangkat oleh

Adapun Kepala Daerah Desa atau kota kecil diangkat oleh Gubernur.

Kepala daerah Provinsi darl sedikit-dikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat orang
calon yang diayukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Desa [Kota Kecill.-
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Tentang pelaksanaannya, Ateng Syafruddin memberl komen bahwa UndangUndang
tersebut memang mencanangkan Pemilih Kepala Daerah [Pilkada] oieh DPRD tetapi
sesual suasana ketika itu "untuk sementara waktu" masih dirangkap pejabat
pamongpraoa tanpa pemilih (Syafrudin: 1994)
¢. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957

Penentuan mengenai kepala daerah diatur dalam bagian 5, antara pasal 2330,
yang men(ﬁupi mekamsme pemilih, penetapan, pelantikan, persyaratan serta sumpah
dan janji. Kepala daerah yang karena jabatannya adalah kepala dan anggota Dewan
Pemerintahan Daerah [DPD] yang berfungsi menlJalankan pemerintahan, dipilih
menurut Undang-Undang khusus yang akan ditetapkan kemudian. Sebagaimana
kutlpan pasal 23 ayat 1 berikut Ini « "Kepala daerah dipilih menurut aturan yang
ditetapkaadengan Undang-Undang", sedangkan pada
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ayat 2 menyatakan bahwa "Cara pengangkatan dan pemberhentlan kepala daerah
ditetapkan dengan Undang-Undanga"

Keadaan demlklan terjadi karena kepala daerah adakah orang yang dekat
dengan dan dikenali oleh rakyat di daerahnya. Oleh karena itu kepaia daerah harus
dipilih secara langsung oleh rakyat. Atas dasar itu, jika dibandingkan dengan Undang-
Undang terdahulu keiihatan terdapat bibit-bibit demokrasi, bermaksud penglibatan
rakyat lebih tampak dalam pernilih kepala daerah dalam UndangUndang Ini. Seialn
soai pemilih langsung, Undang-Undang im Juga pertama kali memperkenalkan
ﬁrsyaratan kepala daerah waiaupun hanya dengan istilah "Vmemperhatikan kecekapan
dan pengetahuan yang diperlukan bagl jabatan tersebut. "[pasal 4 ayat l].

d. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959

Sebagai suatu ketentuan perundangan, Penetapan Presiden No.6 Tahun 1959
tentang Pemermtah Daerah im boieh dianggap satu kontrovers. Penetaoan Presiden
hanya mengatur mekamsme dan proseaur pelantikan kepala daerahdan sama sekaii
tidak menyentuh persoaian-persoalan ialn, sepertl masa jabatan dan mekan.tsme
pelanukan Iebih lanjut. Menurut Undang-Undang mi, kepaia daerah dilantik dan
diberhentikan oleh Presiden atau Menten Daiam Negeri, danpada caionﬁng diusulkan
DPRD Sepertl yang tertuiis daiam pasal 4 ayat | yang berburr,' "Kepaia daerah diangkat

diberhentikan oleh a, Presiden bagl Daerah Tingkat I', dan i). Menten Daiam Negerl
dan Otonomi Daerah bagi Daerah
Tingkat JI.
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Jika dibandingkan dengan ketentuan perundangan terdahuiu, persyaratan calon
kepaia daerah daiam Penetapan Presiden ini lebih luas sifatnya. Pendidikans kecekapan
dan pengalaman daiam paermtahan merupakan syarat khusus yang harus dipenuhi
Kepala daeraim Peranan DPRD dalam hasil perundangan ini terbatas. DPRD hanya
berkuasa mengajukan calon Kepala daerah. Mekamsme pencadangan caion oleh DPRD
tidak ditentukan sama ada melalui pemilih atau permufakatan. DPRD juga tidak
dimmta mengajukan pertlmbangan, bahkan, DPRD tidak memiliki akses untuk

memmta penjelasan jika calon yang diajukan
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ditolak Preslden atau Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Sebaliknya,
kedudukan kepala daerah menJadi semakin strategik karena kuasa yang cukup besar.
Kepala daerah menjalankan fungsi sebagai alat pemerintah pusat dan pemermtah
daerah (pasal 14 ayat I). Kepala daerah juga mempunyal kekuasaan untuk
mempertangguhkan atau menunda keputusan DPRD, apabila dirasakan benentangan

dengan kepentmgan umum atau peraturan perundangan yang lebih tinggi.

€. %ndang-Undang Nomor 18 Tahun 1965

Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemenntahan
Daerah merupakan undang-undang pemerintahan daerah yang Iahir semasa
Demokrasi Terptmpltl, setelah keluarnya Dikrrt Presiden pada 5 Julal 1959 Semangat dan
prmslp-prinsip pemerlntahan dalam UU No. 18/1965 bertentangan dengan UU No.
1/1957 kerana perubahan format pemerintahan negara hasil danpada perubahan
perlembagaan. Pada waktu ULl No. 1/1957 ditetapkan. Indonesia menganut slstem
federasi [Republik Indonesia Serikat] sedangkan sistem kesatuan atau unitanan kembali
digunakan apabila Iahir UV No. 18/1965. Penentuan mengenal pemliih kepala daerah
dinyatakan daiam 10 pasal antara pasalﬁl sampal pasal 21. Dalam ketentuan tersebut,
kekuasaan pusat sangat besar karena Kepala daerah dilantik dan diberhentikan oleh
Presiden atau Menterl Dalamxegeri. Sebagaimana termaktub pasal 42 ayat | yang
menyebutkan. "Kepala daerah Tingkat I diangkat oleh Presiden dan sedikltnya dua dan
sebanyaknya empat orang calon yang ajukan DPRD yang bersangkutan.”
Sedangkan pasal 13 ayat I menyebutkan: "Kepala daerah Tingkat 1I diangkat oleh
Menteri Dalam Negeri dengan persetuJuan Presiden dan sedikit-dikitnya dua dan
sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan oieh Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah yang bersangkutan."
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Adapun %epala Daerah Tingkat [II diangkat oleh Kepala Daerah Tingkat I
dengan persetujuan Menteri Dalam Negerl dengan jumlah calon antara dua orang
hingga empat orang yang diajukan DPRD setempat [pasal 14 ayat 1].
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3.ﬁasa Orde Baru
a. Undang-Undang No.5 Talﬁl 1974

Pemilihan Gubenur/kepala daerah Tingkat I diatur dalam pasa] 15 ayat I yang
berbunyl: "Kepala daerah Tingkat I dicalonkan dan dipilih oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan sediklt-dikltnya 3 [figa] orang dan sebanyakbanyakn ya 5 [limal
orang yang teiah dimusyawarahkan dan disepakati bersama antara Plmpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah/Pimptnan Fraksi-fraksi dengan Menteri Dalam Negeri. "
Pada ayat 2 disebutkan bahwa: "Hasil pemilihan yang dimaksud daiam ayat | pasal mi
diagukan Dewan Perwakllan Rakyat Daerahdrang bersangkutan kepada Presiden
meiaiui Menten Daiam Nezeri sedikltdikitnya 2 [dua] orang untuk diangkat seoarang
diantaranya.'-

Kedua pasal di atas dapat dilihat campur tangan mendaiam pemermtah pusat
daiam pemilihan kepaia daerah. Pusat tidak hanya menyadi pintu terakhlr penentuan
caion. Menteri Daiam Negeri juga teriibat dalam proses pencalonan. Caion kepala
daerah harus diperset'dJui Oieh Menten Dalam Negeri. Lebih danpada itu- daiam
pemiiihan calon, Presiden meraiiikl kuasa pemutus untuk gabaikan hasll pemiilhan
yang diiakukan Ojeh DPRD Dajam penjelasan pasai 15 diKatakan bahwa Presiden
daiam mengangkat kepala daerah dlantara caloncaion yang diajukan oleh DPRD. tidak
terikat dengan jumiah suara yang dlperoleh calon, karena bal im merupakan hak

prerogatif Presiden.

Menurut AQUS pramysintee 2004), aturan tersebut boieh dikattkan dengan
kepentmgan pemenntah pusat untuk rmendapatkan kepaia daerah {Gubemur atau
Bupati/Waiikota] yang mampu bekerjasama dengan pemenntah pusat. Waiau
bagamanapun, gubernur atau bupatl/walikota menurut Undang-undang inhadalah
kepala daerah sekaiigus kepala wiiayah yang merupakan wakll pemermtah pusat di
daerah Bahkan pasal 80 mempertegaskan kedudukan tersebut sebagai penguasa
tunggal. Secara lengkap pasal tersebut berbunyi "Kepala Wilayah sebagai wakil

pemerintah adalah penguasa tunggal di bidang pernenntahan dalam wilayahnya dalam
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artl memimpm pemenntahan, mengoordinasikan- pembangunan dan membina

kehidupan di segala bidang. "
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ntuk jabatan gubernur ditentukan oleh Departemen Dalam Negen, Markas
Besar Tentara Nasional lndonesiadTNl), dan Seckretanat Negara. Menurut Agus
Pramusmto (2004) peranan tentera di daerah menjadi sangat kuat karena penempatan

anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sebagai kepala daerah.

4. Masa Reformasi
a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Reformasl membawa perubahan daiam pemilihan kepaia daerah, dengan
[ahirnya (JU No.22/1 999£ntang Pemerlntahan Daerah. Mengenai kepala daerah diatur
daiam pasal 34 sampal pasal 40, yang secara tegas memuatkan ketentuan mengenai
tugas, fungsi dan kewenangan DPRB dalam pelaksanaan pemliihan kepala daerah.
Ketentuan lebih terperinci termaktub dalam Peraturan Pemenntah No. 151 Tahun 2000
tentang Tatacara Pemiiihan, Pengesahan dan Pemberheniian Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah.

Kepala daerah dipiiih oich DPRD, sepertl dinyatakan daiam pasal 34 avat | yang
menyebut bahwa: "Penglsian jabatan Kepala daerah dan Wakii Kepaia ﬁrah
dilakukan oiech DPRD meialui pemilihan secara bersama." Seianyutnya pada ayat 2
dikatakan: "Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepaia Daerah ditetapkan Oieh

DPRD melalui tahapan pencalonan dan pemilihan...

Kedudukan DPRD daiam undang-undang im sazzr pentmng karena sxapapun
caion kepala daerah yang memperolehl suara terbanyak secara otomaus akan menyadi
kepala daerah. Pemenntah Pusat hanya mengesahkan hasil vang telah diputuskan
DPRD. Berdasarkan model daiam rekruitmen politik dapat dikatakan bahwa ketentuan
perundangan dan pengalaman emptns pemiiithan kepaia daerah selama 1m bersifat
tertutup karena hanya memben peiuang kepada sekelompok elit untuk bertanding
sebagai caion kepaia daerah atau "pemilih".
Istilah pemilih yang dlmaksudkan ialah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
[DPRD] sajaadan tidak melibatkan rakyat.
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b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
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Secara yundis formal emilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
secara langsung diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemenntah Daerah pasal 56 jo pasal 119 dan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005
tentang Tata Cara Pemiiihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan
Pemberheniian Kepaia Daerah dan wakil Kepala Daerah. Pada pasal 24 ayat- S
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan:
"Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung dalam satu pasangan
secara langsung oieh rakyat di daerah yang bersangkutan. "

Pasal diatas memiiiki makna bahwa mula tahun 2005 rakyat diikutsertakan
dalam proses pemllihan kepala daerah, yang mana pada sebelum
undang-undang in1 diberlakukan hak rakvat untk memilih pemimpinnya
diwakilkan kepada DPRD Sehlngga mengakibatkan banyak pilihan atau keingman
rakyat tidak tersaiurkan dengan keputusan yang diambil oteh DPRD.

B. Desentraiisasi dan Partisipasi Poiitik.

Secara literatur partmpasi politik diartikan sebagal "mengambil baglan daiam
poiitik'* Pen gertlan mengambil bagxan me:ujuk pada berbagai model keteriibataan
seseorang pada akiivitas yang berhubungan dengan politik atau proses poiitik baik yang
konvensional maupun non konvensional seperti voting | pembenan suara e, menduduki
jabatan politik, megsddi anggota aktif dan pasif dalam organlsasi politik, diskusi politik
formal dan informal, termasuk demontrasi. Dalam tuiisan McLean ('1991) Para pakar
politik termasuk Jean Jacques Rousseau htngga John Stuart Mill, G.DH. Cole hingga
Carole Pateman mendukung pengembangan konsep partisipasl dalam politik (dalam
Nétrida Mandica (2007). Akan tetapt para pakar im setuju bahwa penmgkatan
partlsipasi dari aspek kuantitas tidak dapat dijadikan ukuran untuk menentukan kualitas
hasil keputusan politik yang ditetapkan oleh rakyat. Artinya dengan banyak jumlah
rakyat yang berpariisipasi dalam memberikan dukungan terhadap Kepala Daerah tidak

serta merta Kepaia Daerah yang bersangkutan memiliki kualitas.
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Konsep partlsipasi politik yang paling umum dikenal oleh masyarakat adalah
patislpasi melalui votlng dalam pemilihan umum (Lisa Irvin: 2006). Dengan demikian
pariisipasi im bersifat formal, legal dan regular. Setiap warga Negara, mulai darl
kalangan bawah hingga atas memiliki hak yang sama, memben suara untuk satu orang
atau satu parta. Bentuk partlsipasi politik seperti im menciptakan desentralisasi

kekuasaan yaknl keputusan oleh sedikit orang perwakllan di DPRD (democrasi
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representatzve) diserahkan kepada banyak orang melalul hak politik masmg-masing
individu.

Konsep desentralisasi kekuasaarv atau devolusi politik yang diatur dalam
Undang-Undang pemerintahan daerah. Dengan demiklan, melalui peraturan Im
pemermtahan berharap tumbuh dan berkembang partlsipasi politik yang demokraiis
htngga ke tingkat daerah. Walaupun demikian harapan pemerint2h melall.11 Undang-
Undang im, metode devolusi politik untuk mendorong demokratlsasi di daerah masih
menjadi pertanyaan beberapa ahli politik desentralisasi seperti B.C. Smith (1985),
Larry Diamond (1999), Nicole Niessen ( 1998) mengmdikasikan bahwa tak ada
hubungan positif antara desentarlisasl dan demokrasi. Menurut mereka desentralisasi
bukanlah prasyarat tumbuhnya demokrasi di tlngkat daerah.

Oleh pakar desentralisasi lamnya memberikan pandangan berbeda sepertl
Ryaas Rasyid (2003), James Manor (1998), dan Arun Agrawal (1999) menilai bahwa
desentralisasi kekuesaan (devolusl politik) mempremosikan proges demokrasi pada
politik lokal karena setiap warga-Negara bertanggungawab pada proses politik di
daerahnya dan setiap pemimpln yang terpilih bertanggunglawab pada pemenuhan
kebutuhan pelayanan sosial bagl warganya dan kelangsungan pemerintahan di
daerahnya

Terlepas darl ketidaksetujuan para pakar tentang hubungan desentraiisasi dan
demokrasi, metode mi mampu mendorong partlslpasi politik. Dan partlsipasl im
menurut B.C. Smith di ekpresikan melalui pemilihan umum, voting. Bentuk partisipasi
ini sebenarnya telah membuka jalan bagi pemenntah dengan masyarakat untuk lebih
dekat dan saling mengenal.
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SINIPULAN '

Darl pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa ketika masa orde lama dan
orde baru berkuasa memermtah, kepala daerah dipilih melalui democratic
representative demokrasi perwakilan) melalui DPRD, partisipasi politik rakyat ketika
itu tidak muncul dan berkembang. Kepala daerah yang terpilih hanya sebatas
melaksanakan admimstrasi beiaka sesual dengan tuntuntan pemerintah pusat. Namun
setelah lahtrnya paradigma baru tentang sistem pemilihan maka peran rakyat sebagai
pemegang kedaulatan rakyat sangat pentlng dan memberi makna terhadap proses

demokrasi di Indonesia yaitu memiliki desentralisasi kekuasaan untuk memtiih dan

dipilih-
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